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ABSTRACT

This research was conducted at the Bandung Regional Revenue Management Agency.
With  the  phenomenon  that  occurs  where  the  realization  of  land  and  building  tax  and  the
acquisition fee of land and buildings has increased, but the realization of regional original income
decreased and vice versa. The purpose of this study was to determine that the realization of land
and  building  tax  and  the  acquisition  fee  on  land  and  buildings  have  an  influence  on  the
realization of local revenue in the city of Bandung.

The research method used in this research is descriptive and verification methods. The
population in this study is the report on the realization of regional original income for 6 years. The
sample  in  this  study  used  a  purposive  sample  using  a  monthly  report  on  the  realization  of
regional original income or as many as 72 samples. The data analysis technique used in this
study was SPSS using SPSS 2.1 software.

The results of this study indicate that the realization of the land and building tax and the
acquisition fee on land and buildings affect the realization of the region's original income.

Keywords: Property tax,  Fees for acquiring land and building rights,  Locally-generated
revenue.

I. PENDAHULUAN
Sebelum datangnya bangsa eropa ke

Indonesia,  kerajaan-  kerajaan di  Indonesia
sudah  mengenal  pajak  yang  dikenakan
pada  barang  dagangan,  pada  saat  itu
masyarakat  memberikan upeti  kepada raja
sebagai  salah  satu  penghormatan  dan
tunduk  pada  kekuasaan  raja,  upeti  yang
diberikan oleh rakyat berupa hasil bumi dan
pemajakan  barang  perdagangan  lalu

imbalan yang diterima rakyat dari raja yaitu
mendapatkan  pelayanan  serta  jaminan
ketertibanyang pada saat  itu  pajak dikenal
sebagai upeti (Siti Kurnia Rahayu, 2010:12).
Pada saat ini, kita mengetahui bahwa pajak
merupakan salah satu sumber pendapatan
Negara  yang  digunakan  untuk
pembangunan  bagi  rakyat  Indonesia  dan
Pajak  itu  sendiri  juga  dipungut  dari  warga
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dan  diwajibkan  serta  dapat  dipaksa
penagihanya (Angky Febriansyah: 2015).

Pajak  memiliki  peran  penting  dalam
perkembangan  perekonomian  di  indonesia
karena  pajak  merupakan  penerimaan
Negara yang digunakan untuk mengarahkan
dan  menggerakan  kehidupan  ekonomi
masyarakat  demi  terwujudnya
kesejahteraan  masyarakat  (Imas  dan
Jayanthi: 2017).

Pajak  daerah  yang  ikut
menyumbangkan  untuk  peningkatan
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  salah
satunya adalah Pajak Bumi Dan Bangunan,
Pajak bumi dan bangunan, PBB ini memiliki
penerimaan  yang  sangat  potensial  untuk
melakukan  pembangunan  (Marsinta
Somaria dkk; 2014).

Selain  pajak  bumi  dan  bangunan,
Pajak  daerah  yang  ikut  menyumbangkan
untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD)  adalah  Bea  Perolehan  Hak  Atas
Tanah Dan Bangunan. Sama seperti  PBB,
BPHTB  juga  mengalami  pengalihan  dari
pajak  pusat  menjadi  pajak  daerah,  hal  ini
dilakukan  untuk  meningkatkan  pendapatan
asli daerah (Rio dan Dian; 2017).

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa
Pajak bumi dan bangunan (PBB) dan Bea
perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan
(BPHTB)  memiliki  pengaruh  terhadap
Pendapatan  Asli  Daerah  (Dymitri,  Kurnia,
dan Indah: 2018).

II. TUJUAN PENELITIAN
Berkaitan  erat  dengan  rumusan

masalah  yang  telah  dituliskan. Maka
tujuan penelitian ini dilakukan adalah :

1. Untuk  mengetahui  seberapa  besar
pengaruh  Realisasi  Pajak  bumi  dan
bangunan  (PBB)  terhadap  Realisasi
Pendapatan  asli  daerah  di  kota
bandung selama periode tahun 2013-
2018.

2. Untuk  mengetahui  seberapa  besar
pengaruh Realisasi Bea perolehan hak
atas  tanah  dan  bangunan  (BPHTB)
terhadap  Realisasi  Pendapatan  asli
daerah  di  kota  bandung  selama
periode 2013-2018.

III. KAJIAN PUSTAKA
Menurut Undang-undang No.28 Tahun

2007 pasal 1 dalam buku Jeni dan Ahmad
(2015:1) :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada
Negara  yang  terutang  oleh  orangpribadi
atau  badan  yang  bersifat  memaksa
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan Menurut Siti kurnia rahayu
(2010:46) menyatakan bahwa “Pajak daerah
adalah  pungutan  wajib  atas  orang  pribadi
atau badan yang dilakukan oleh pemerintah
daerah tanpa kontraprestai secara langsung
yang  seimbang,  yang  dapat  dipaksakan
berdasarkan  peraturan  perundang-
undangan  yang  berlaku,  yang  digunakan
untuk  membiayai  penyelengaraan
pemerintah  daerah  dan  pembangunan
daerah.  Salah  satu  pos  pendapatan  asli
daerah  (PAD)  dalam  APBD  adalah  pajak
daerah”.
A. Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut  Ahmad  Yani  (2013:76)  yang
menyatakan  bahwa  “Pajak  bumi  dan
bangunan  (PBB)  merupakan  pajak  yang
dikenakan atas bumi dan atau bangunan”.

Indikator  dari  pajak  bumi  dan
bangunan adalah realisasi  pajak bumi dan
bangunan ditahun 2013-2018.
B. Bea Perolehan  Hak Atas Tanah Dan

Bangunan
Bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan

bangunan  menurut  Rismawati  Sudirman,
dkk  (2012:420)  adalah  “Pajak  yang
dikenakan  atas  perolehan  hak  atas  tanah
dan  bangunan.  Perolehan  hak  atas  tanah
dan  bangunan  adalah  perbuatan  atau
peristiwa  hukum  yang  mengakibatkan
diperolehnya  hak  atas  tanah  dan/atau
bangunan oleh pribadi atau badan. Hak atas
tanah dan bangunan adalah hak atas tanah
termasuk  hak  pengelolaan  beserta
bangunan diatasnya”.

Indikator dari  bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan adalah realisasi pajak
bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan
bangunan tahun 2013-2018.
C. Pendapatan Asli Daerah

Menurut  Phaureula  dan  Emy
(2018:23)“Pendapatan  asli  daerah
merupakan  salah  satu  komponen  dari
anggaran  pendapatan  belanja  daerah
(APBD).Di  dalam  PAD  dapat  terlihat
bagaimana  suatu  daerah  bisa  menggali
sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah
baik  berasal  dari  pajak  daerah,  retribusi
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daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  milik
daerah  yang dipisahkan dan lain-lain  PAD
yang sah”.

Indikator  dari  pendapatan  asli  daerah
adalah  realisasi  pajak  daerah  pada  tahun
2013-2018.

IV. OBJEK DAN METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian

Metode  dalam  penelitian  ini
menggunakan  metode  verifikatif  dan
deskriptif dengan menggunakan pendekatan
kuantitatif.  Dengan  menggunakan  metode
penelitian  ini  bisa  membuktikan  hipotesis
yang  telah  dibuat  dan  memastikan  benar
atau tidaknya suatu fenomena yang terjadi
dengan menggambarkan atau menganalisis
suatu  permasalahan  saat  sedang
dilakukanya pengujian.
B. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi  variabel  diperlukan
untuk  dapat  menentukan  jenis,  indikator,
dan skala pengeukuran antara variabel yang
terkait  didalam  penelitian  itu  sendiri.
Sehingga  pengujian  hipotesis  dengan  alat
bantu statistik dapat dilakukan dengan baik.

Dalam   penelitian  ini  variable
indipenden (X) adalah Realisasi Pajak Bumi
Dan  Bangunan&Realisasi  Bea  Perolehan
Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Sedangkan
variabel  dependen (Y)  dalam penelitian ini
adalah Realisasi Pendapatan Asli Daerah.
C. Populasi, Sampel dan Tempat Waktu

Penelitian
1. Populasi

Berdasarkan  dengan  penelitian  yang
dilakukan maka yang akan menjadi populasi
dalam penelitian ini adalah laporan realisasi
pendapatan asli daerah yang berisikan data
pajak  bumi  dan  bangunan  dan  data  bea
perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan
bulanan  dalam  tahun  2013-2018  atau
sebanyak 6  tahun,  yang  berada  di  Badan
Pengelolaan Pajak Daerah di kota Bandung.
2. Sampel

Penarikan  sampel  untuk  penelitian  ini
menggunakanNonprobability  Sampling,
dengan  purpossive samplingatau  penarikan
sampel  dengan  pertimbangan  tertentu.
Sampel  yang  diambil  dalam  penelitian  ini
adalah  laporan  realisasipendapatan Asli
Daerah  Kota  Bandung  tahun  2013-2018
untuk pajak bumi dan bangunan dan pajak
bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan
bangunan  dengan  pertimbangan  sampel

yang diambil dari data perbulan mulai tahun
2013 sampai  dengan  tahun  2018  atau  72
bulan.  Sampel  tersebut dianggap  sudah
mewakili populasi.

V. HASIL PENELITIAN
A. Analisis  Deskriptif  Realisasi  Pajak

Bumi Dan Bangunan (PBB)
Dilihat  dari  hasil  analisis  deskriptif,

realisasi pajak bumi dan bangunan  periode
2013-2018  di  Kota  Bandung  cenderung
terjadi  secara  fluktuatif  atau  tidak  tetap,
untuk peningkatan tertinggi terjadi dari tahun
2013 ke tahun 2014 sedangkan peningkatan
yang  terendah  terjadi  dari  tahun  2017  ke
tahun  2018.  Penurunan  ini  terjadi  karena
masih  banyaknya  wajib  pajak  yang  tidak
membayar  pajak  sehingga  menyebabkan
relisasi  dari  pajak  bumi  dan  bangunan
mengalami penurunan.
B. Analisis  Deskriptif  Bea  Perolehan

Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan
(BPHTB)
Terlihat  dari  perkembangan  realisasi

bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan
bangunan  selama  periode  2013-2018  di
Kota  Bandung  cenderung  terjadi  juga
secara  fluktuatif,  sedangkan  untuk
peningkatan tertinggi terjadi dari tahun 2015
ke  tahun  2016,  sedangkan  penurunan
terendah  terjadi  di  tahun  2017   ke  tahun
2018.  Penurunan  ini  terjadi  karena  masih
banyaknya  wajib  pajak  yang  tidak
membayarkan  pajak  sehingga
menyebabkan  turunya  pendapatan  atas
realisasi bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan.
C. Analisis  Deskriptif  Realisasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dilihat dari perkembangan Pendapatan

Asli  Daerah  (PAD)  diatas  bahwa  pada
periode  2013-2018  di  Kota  Bandung  ini
terjadi  cenderung  secara  fluktuatif,
sedangkan  untuk  peningkatan  tertinggi
terjadi dari tahun 2016  ke tahun 2017 yang
sedangkan terjadi penurunan di tahun 2017
ke tahun 2018. Penurunan ini terjadi karena
masih banyaknya pajak yang tidak tertagih
Karen wajib pajak tidak membayarkan pajak
dengan baik dan benar. Karena ini realisasi
pendapatan  asli  daerah  mengalami
penurunan.

VI. HASIL ANALISIS VERIFIKATIF
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A. UJI ASUMSI KLASIK
1.Uji Normalitas

Dilihat  berdasarkan tabel  4.7  yaitu  uji
kolmogorov  smirnov,  diperoleh  nilai
signifikan  sebesar  0,385.  Nilai  tersebut
lebih  besar  dari  0,05,  sehingga  dapat
disimpulkan  bahwa  data  sudah  model
regresi dan berdistribusi normal.
2.Uji Multikoliniearitas

Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui
bahwa  kedua  variabel  bebas  memiliki
nilai  tolerance lebih besar dari 0,10 dan
nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat
disimpulkan  bahwa  data  tidak  memiliki
masalah multikolinieritas.
3.Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan  gambar  uji
heteroskedastisitas,  diketahui  bahwa
titik-titik yang diperoleh menyebar secara
acak  dan  tidak  membentuk  suatu  pola
tertentu  atau  menyebar  di  atas  dan  di
bawah  angka  nol  pada  sumbu  Y,
sehingga  dapat  disimpulkan  pada  data
yang  diteliti  tidak  ditemukan  masalah
heteroskedastisitas.
4.Uji Autokorelasi

Dilihat dari tabel 4.9 bisa diketahui nilai
nilai  dL sebesar 1,554 dan dU sebesar
1,672,  sehingga  diperoleh  nilai  4-dU
sebesar 2,328 dan 4-dL sebesar 2,446.
Dari  nilai-nilai  di  atas,  diketahui  bahwa
nilai  dw  (1,914)  berada  di  antara  dU
(1,672)  dan  4-dU  (2,328).  Hal  ini
menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat
autokorelasi  baik  autokorelasi  positif
maupun  autokorelasi  negatif  dalam
model.

B. PERSAMAAN  REGRESI  LINIER
BERGANDA
Berdasarkan  tabel  4.10  terlihat  nilai

koefesien regresi pada nilai Unstandardized
Coefficients  “B”,  masing-masing  variabel
dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1.Nilai  konstanta  sebesar
70.316.148.364,  memiliki  arti  bahwa
jika  semua  variabel  bebas  yakni
realisasi  pajak  bumi  dan  bangunan
serta  bea  perolehan  hak  atas  tanah
dan bangunan  bernilai 0 (nol) dengan
kata lain tidak ada perubahan.

2.Nilai  realisasi  pajak  bumi  dan
bangunan  sebesar  1,053,maka
diprediksikan  Pendapatan Asli  Daerah
meningkat sebesar 1,053 miliar rupiah.

3.Nilai  realisasi  bea perolehan hak atas
tanah  dan  bangunan  sebesar  1,421,
memiliki  arti  PAD  akan meningkat
sebesar 1,421 miliar rupiah.

C. ANALISIS KORELASI (R)
Dilihat  dari  tabel  4.11  diperoleh  nilai

korelasi antara pbb, bphtp dan pad sebesar
0,941.  Jika  dilihat  korelasi  secara  parsial
antara  pbb  terhadap  pad  didapatkan  nilai
sebesar  0,805.  Dan  korelasi  antara  bphtb
terhadap  pad  nilai  yang  didapat  sebesar
0,572.Sehingga  dapat  diambil  kesimpulan
bahwa terdapat pengaruh antara PBB dan
BPHTB terhadap PAD.

D. ANALISIS KOEFISIEN DETERMINASI
Dapat  dilihat  dari  tabel  4.14  bahwa  nilai
koefisien determinasi sebesar 0,886. Hal ini
menunjukan  bahwa  pad  dikota  bandung
dipengaruhi  oleh  pbb  sebesar  62,9%  dan
bphtb  sebesar  25,8%  maka  totalnya
sebesar 88,6%.
E. PENGUJIAN HIPOTESIS 
Dilihat dari tabel 4.17 diperoleh nilai sebesar
19,225  untuk  pengujian  secara  parsial
antara  pbb  terhadap  bphtb.  Dikarenakan
nilai  thitung   lebih  besar  dari  nilai  ttabel

(19,225>1,995)  maka  H0 ditolak  dan  H1

diterima,  artinya  secara  parsial  realisasi
PBB  berpengaruh  signifikan  terhadap
peningkatan  PAD  di  Kota
Bandung.Sedangkan  untuk  variabel  bphtb
terhadap  pad  diperoleh  nilai  sebesar
12,037.  Dikarenakan  nilai  thitung  lebih  besar
dari nilai ttabel (12,037>1,995 maka H0 ditolak
dan H1 diterima, artinya secara parsial  Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
berpengaruh  signifikan  terhadap
Pendapatan Asli Daerah.

VII. PEMBAHASAN
A. Pengaruh Realisasi Pajak Bumi Dan

Bangunan  Terhadap  Realisasi
Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan  hasil  penelitian  saat

dilakukanya  analisis  korelasi  menunjukan
bahwa  nilai  korelasi  (R)  yang  diperoleh
antara  realisasi  pajak  bumi  dan  bangunan
dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)
adalah  sebesar  0,805.  Nilai  tersebut
menurut  Sugiono  (2015:184)  berada  pada
interval  0,80-1,00  yang  termasuk  kedalam
kategori  sangat  kuat dengan  arah  positif.
Maka  dari  itu  dapat  diketahui  bahwa
terdapat  hubungan  positif  antara  realisasi
pajak  bumi  dan  bangunan  dengan
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Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  yang
artinya  bahwa  semakin  tinggi  pendapatan
dari  realisasi  pajak  bumi  dan  bangunan
maka akan semakin tinggi juga Pendapatan
Asli  Daerah  (PAD)  di  Kota  Bandung
begitupun sebaliknya.

Hasil  penelitian  ini  dapat  di  dukung
dengan  teori  penghubung  yang
dikemukakan  oleh  TM  Books  (2014:2)
bahwa  Pajak  bumi  dan  bangunan
merupakan  pajak  daerah  yang  seluruh
realisasi  penerimaanya  diserahkan kepada
pemerintah  daerah  baik  provinsi  maupun
kabupaten/  kota  untuk  meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah.

Sementara  dilihat  dari  pengujian
hipotesis secara parsial atau uji t hasil yang
diperoleh  untuk  variabel  realisasi  Pajak
Bumi  dan  Bangunan  (X1)  sebesar  19,225
dengan  nilai  ttabel sebesar  1,995.  Maka  H0

ditolak dan H1 diterima, yang artinya secara
parsial realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
(X1)  berpengaruh  signifikan  terhadap
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Y).

Hal  ini  menjawab  fenomena  yang
terjadi dengan terjadi pada tahun 2014 dan
2016 yang berkaitan dengan realisasi pajak
bumi  dan  bangunan  yang  mengalami
penurunan sedangkan realisasi pendapatan
asli  daerah  mengalami  kenaikan  dan  di
tahun  2017  realisasi  pajak  bumi  dan
bangunan mengalami  kenaikan  sedangkan
realisasi pendapatan asli daerah mengalami
penurunan.  Penurunan  ini  terjadi  karena
masih  banyak  wajib  pajak  yang  tidak
membayar pajak.

Maka  untuk  meningkatkan  kembali
pendapatan  realisasi  pajak  bumi  dan
bangunan petugas pajak harus  melakukan
sosialisasi  kepada  masyarakat  agar
membayar pajak secara tepat waktu, selain
itu  petugas  pajak  itu  sendiri  harus  lebih
tegas  pada  saat  melakukan  penagihan
pajak  dengan  cara  memberikan  sanksi
berupa  denda  agar  tidak  ada  masyarakat
yang tidak membayar pajak sehingga dapat
meningkatkan  pendapatan pajak bumi  dan
bangunan.

Hasil penelitian ini didukung juga oleh
penelitian terdahulu yaitu oleh Syska Lady
Sulistyowatie  (2017)  yang  menyatakan
bahwa  Pajak  bumi  dan  bangunan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pajak daerah di Kabupaten Klaten.

4.1.1 Pengaruh Realisasi Bea Perolahan
Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan
Terhadap  Realisasi  Pendapatan
Asli Daerah
Hasil  penelitian  saat  dilakukanya

analisis  korelasi  menunjukan  bahwa  nilai
korelasi (R) yang diperoleh antara realisasi
bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan
bangunan dengan  Pendapatan Asli Daerah
(PAD)  adalah  sebesar  0,527.  Nilai  ini
berada  pada  interval  0,40-0,599  dan
termasuk ke dalam kategori sedang dengan
arah  positif.  Sehingga  dapat  diketahui
bahwa terdapat hubungan positif antara bea
perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan
dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).
Yang artinya bahwa semakin tinggi realisasi
bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan
bangunan  maka  akan  semakin  tinggi  juga
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kota
Bandung begitupun sebaliknya.

Hasil  penelitian  ini  dapat  di  dukung
dengan  teori  penghubung  yang
dikemukakan  oleh  Marihot  P.Sihaan
(2010:7)  bahwa  BPHTB  dilatarbelakangi
untuk  meningkatkan  penerimaan  Negara,
terutama penerimaan daerah, yang penting
bagi  penyelengaraan  pemerintahan  dan
pelaksanaan pembangunan nasional.

Selain  itu  dilihat  dari  analisis
pengujian hipotesis secara parsial atau uji t
hasil  nilai thitung untuk  variabel  realisasi  Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(X2) sebesar 12,037 dengan nilai ttabel 1,995.
maka  H0 ditolak  dan  H1 diterima,  artinya
secara parsial realisasi  Bea Perolehan Hak
Atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)
berpengaruh  signifikan  terhadap
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
di Kota Bandung selama tahun 2013-2018.

Hal  ini  menjawab  fenomena  yang
terjadi  selama  terjadi  pada  tahun  2015,
2016  yang  berkaitan  dengan  adanya
kenaikan realisasi  bea perolehan hak atas
tanah  dan  bangunan  sedangkan  realisasi
pendapatan  asli  daerah  mengalami
penurunan dan di tahun 2017 realisasi bea
perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan
mengalami  penurunan  sedangkan  tidak
realisasi pendapatan asli daerah mengalami
kenaikan.  Penurunan  ini  terjadi  karena
masih banyaknya masyarakat yang sebagai
wajib pajak tidak membayar pajak.

Maka  untuk  meningkatkan  kembali
pendapatan dari realisasi bea perolehan hak
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atas  tanah  dan  bangunan,  petugas  pajak
harus  melakukan  sosialisasi  kepada
masyarakat  agar  mereka  membayar  pajak
secara tepat waktu. Selain itu petugas pajak
juga harus lebih tegas kepada wajib pajak
yang  tidak  memyar  pajak  dengan
memberikan sanksi berupa denda agar tidak
ada lagi  wajib pajak yang tidak membayar
pajak.

Penelitian ini di dukung juga dengan
adanya  penelitian  terdahulu  oleh  Rio
Rahmat  Yusran  dan  Dian  Lestari  (2017)
menyatakan  bahwa  hasil  penelitian
menunjukan Bea perolehan hak atas tanah
dan  bangunan  (BPHTB)  berpengaruh
terhadap  Pendapatan  Alsi  Daerah  (PAD)
Kepulauan Riau.

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  penlitian  dan
pembahasan bab I  sampai dengan bab IV
mengenai  pengaruh  realisasi  pajak  bumi
dan bangunan dan bea perolehan hak atas
tanah  dan  bangunan  terhadap  realisasi
pendapatan  asli  daerah,  maka  peneliti
menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial  Realisasi Pajak Bumi
dan  Bangunan  (PBB)  memiliki
pengaruh  terhadap  Realisasi
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),
dengan kategori korelasi yang sangat
kuat dan positif. Yang artinya bahwa,
jika  Realisasi  Pajak  Bumi  dan
Bangunan meningkat maka Realisasi
Pendapatan  Asli  Daerah  juga  akan
meningkat.  Namun  ada  beberapa
yang  menyebabkan  Realisasi
Pendapatan  Asli  Daerah menurun
salah  satunya  karena  menurunya
Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan.

2. Secara  parsial Realisasi  Bea
Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan
Bangunan  (BPHTB) memiliki
pengaruh  terhadap  Realisasi
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),
dengan  kategori  korelasi  yang  kuat
dan positif. Yang artinya bahwa, jika
Realisasi  Bea  Perolehan  Hak  Atas
Tanah  dan  Bangunan  meningkat
maka  Realisasi Pendapatan  Asli
Daerah juga akan meningkat. Namun
ada  beberapa  yang  menyebabkan
Realisasi Pendapatan  Asli  Daerah
menurun  salah  satunya  karena

menurunya  Realisasi  Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan.

B. Saran
1. Saran Operasional

Bagi  Badan  Pengelolaan
Pendapatan Daerah di Kota Bandung
:

a. Meningkatkan  kembali  penerimaan
pajak  bumi  dan  bangunan  agar
pendapatan  asli  daerah  mengalami
peningkatan  dengan  cara
dilakukanya  sosialisasi  kepada
masyarakat  sebagai  wajib  pajak
untuk  membayarkan  pajak  secara
tepat  waktu  setiap  tahunnya  dan
memberitahukan kepada masyarakat
seberapa pentingnya pajak bumi dan
bangunan  pembangunan  daerah  di
kota Bandung.

b. Meningkatkan  kembali  penerimaan
pajak bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan agar pendapatan asli
daerah  mengalami  peningkatan
dengan cara dilakukanya sosialisasi
kepada  masyarakat  sebagai  wajib
pajak  untuk  membayarkan  pajak
secara tepat waktu setiap tahunyan.
Dan  memberitahukan  kepada
masyarakat  seberapa  pentingnya
pajak bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan untuk  pembangunan
daerah di kota Bandung.

2. Saran Akademis
a. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat
menambah  wawasan  ilmu
pengetahuan dan pemahaman terkait
pengaruh pajak bumi dan bangunan
dan  bea  perolehan  hak  atas  tanah
dan  bangunan  terhadap  realisasi
pendapatan  asli  daerah  sebagai
masukan  dan  juga  tambahan
referensi bagi para pembaca.

b. Bagi peneliti selanjutnya
dikarenakan  masih  terdapat  banyak
faktor-faktor lain yang bepengaruh di
luar  model  penelitian,  diharapkan
dapat meneliti dengan menggunakan
variabel- variabel lain di luar variabel
ini,  Serta  dapat  menambahkan
variabel dependen lainnya dan dapat
menambahkan  variabel  independen
lainnya.
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